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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi
Kalimantan Timur, yang setiap tahunnya memberikan
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), termasuk
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal
71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk
investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo. Pasal 70 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah
Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka
panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka
mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk
memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
(PAD), perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal
daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan kepada Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak
Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbakan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3799);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14 Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan
Fungsi Kas Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendidrian Bank
Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK 017/1993
tentang Bank Umum;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang
Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20089 Nomor 27 Tambahan Lembahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4976);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2009 tentang
Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20089 Nomor 55 Tambahan Lembahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4992);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Bulungan (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menetapkan

dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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10.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BPD adalah
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah
Kabupaten Bulungan dalam menyertakan modal daerah pada
suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu
imbalan tertentu.

Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah
Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang untuk pembelian
surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok
ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2
Penyertaan modal daerah kepada BPD bertujuan untuk :

a. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;

b. Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu
arah kebijakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur Cabang Tanjung Selor;

c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pembelian saham.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Besarnya penyertaan modal daerah kepada BPD ditetapkan
sebesar Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar
Rupiah).

Penyertaan modal daerah kepada BPD yang telah dilaksanakan
sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar
Rp.114.255.000.000,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua
Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
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(3) Sisa pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah, yang pencairanya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah dan merupakan
komponen pendapatan daerah.

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

(2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis
penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BULUNGAN,
ttd.
BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

SUDJATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

~

_—_—

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si
Pembina / IV a

Nip.196403281995032001
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